WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SINGKAWANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan
Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng guna
mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam
penyediaan air minum, Pemerintah Daerah perlu
melakukan perubahan regulasi terhadap Perusahaan

Daerah Air Minum Gunung Poteng;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
Gunung Poteng, sudah tidak sesuali dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat

sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufa dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air

Minum Kota Singkawang;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 115);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2022
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor

3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor
62);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KOTA SINGKAWANG.
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BAB Il
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah Air
Minum, yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Poteng

diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Air Minum Gunung Poteng.

Pasal 3
Perumda Air Minum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berkedudukan dan berkantor pusat di Singkawang.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH USAHA

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 4
Maksud pendirian Perumda Air Minum Kota Singkawang adalah untuk

memenuhi ketersediaan kebutuhan air minum masyarakat Kota Singkawang.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Kota Singkawang adalah:

a. memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan
mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan
keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
dan

b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan

peningkatan pendapatan asli daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 6
(1) Ruang lingkup pelayanan Perumda Air Minum Kota Singkawang meliputi

semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air bersih, air minum dan

non air yang mendukung pendistribusian Air Bersih dan/atau Air Minum.
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Perumda Air Minum Perumda Air Minum dapat mengembangkan usaha
baik yang berkaitan dengan pengelolaan air minum maupun selain air
minum yang diusulkan oleh Direksi dan telah mendapat pertimbangan
Dewan Pengawas.

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

mendapat persetujuan Walikota.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7
Kegiatan usaha Perumda Air Minum Kota Singkawang adalah mengelola
dan pendistribusian air bersih dan/atau air minum yang memenuhi
standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata,
tertib dan teratur.
Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada

prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 8

Perumda Air Minum Kota Singkawang didirikan untuk jangka waktu yang tidak

terbatas.
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BAB V
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 9
Sumber modal Perumda Air Minum Kota Singkawang terdiri atas:
a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.
Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat bersumber dari:

a. APBD; dan/atau

b. konversi dari pinjaman.

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber
dari:

a. Daerah;

b. BUMD lainnya; dan/atau



c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Daerabh;
c. BUMD lainnya; dan/atau
d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:
a. kapitalisasi cadangan; dan

b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 10
Modal Perumda Air Minum Kota Singkawang yang bersumber dari penyertaan
modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian

Perumda Air Minum.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Daerah

Pasal 11

(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal Perumda
Air Minum Kota Singkawang.

(2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah.

(3} Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat Barang Milik Daerah
dijadikan penyertaan modal Daerah.

(4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan
penafsiran harga Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12
(1) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan keuangan daerah.
(2) Modal dasar Perumda Air Minum Kota Singkawang terdiri atas kekayaan

daerah yang dipisahkan.
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Semua likuiditas Perumda Air Minum Kota Singkawang disimpan pada
bank yang ditentukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang

dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13
Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air
Minum Kota Singkawang dilakukan untuk:
a. pengembangan usaha;
b. penguatan struktur permodalan; dan
c. penugasan Pemerintah Daerah.
Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum
Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan

tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Kota Singkawang.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 14
Perumda Air Minum Kota Singkawang dapat melakukan pinjaman sesuai
dengan kelaziman dalam dunia usaha.
Perumda Air Minum Kota Singkawang dapat melakukan pinjaman dari
lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber
dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2
mempersyaratkan jaminan, asetyang berasal dari hasil usaha Perumda Air
Minum Kota Singkawang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan
pinjaman.
Dalam hal Perumda Air Minum Kota Singkawang melakukan pinjaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah, tidak
dipersyaratkan jaminan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Kota

Singkawang diatur dengan Peraturan Walikota.
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Bagian Keempat
Hibah

Pasal 15
Perumda Air Minum Kota Singkawang dapat menerima hibah.
Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kelima

Sumber Modal Lainnya

Pasal 16
Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan
dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
ORGAN PERUMDA AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17
Pengurusan Perumda Air Minum Kota Singkawang dilakukan oleh organ
Perumda Air Minum Kota Singkawang.
Organ Perumda Air Minum Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. KPM;
b. Dewan Pengawas; dan

C. Direksi.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 18
Walikota selaku KPM adalah pemilik modal yang mempunyai kewenangan
mengambil keputusan.
Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
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Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. pengalihan aset tetap;

b. keija sama,;

c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan
dan/atau penyertaan modal;

d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal

kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;

pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;

penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;

penetapan besaran penggunaan laba;

> Q T o

pengesahan laporan tahunan; dan

penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan

pembubaran Perumda Air Minum Kota Singkawang.

Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan.

Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) ditetapkan berdasarkan:

a. target kineija Perumda Air Minum Kota Singkawang;

b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai
jenis bidang usaha; dan

c. laporan keuangan Perumda Air Minum Kota Singkawang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan

pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota dengan

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Kota

Singkawang apabila dapat membuktikan:

a.

tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung;

tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Perumda Air Minum Kota Singkawang; dan/atau

tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan

kekayaan Perumda Air Minum Kota Singkawang secara melawan hukum.
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Pasal 20
KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam
pengembangan usaha perusahaan umum Daerah.
Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rapattahunan;
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum daerah;
dan

c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 21
Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas
pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak

bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang

bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehatjasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur
perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

d. memahami manajemen Perumda Air Minum Kota Singkawang yang
berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

f. berijazah paling rendah Strata 1,

g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar
pertama kali;

h. tidak pernah dinyatakan pailit;

I tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau
komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang

dipimpin dinyatakan pailit;

] tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
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k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau

calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23
Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim atau
lembaga profesional meliputi tahapan:
a. administrasi;
b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
C. wawancara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24
Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum
diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi,
kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masajabatannya.
Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan
Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan

Pengawas.

Pasal 25
Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah
Direksi.
Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang
anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua
Dewan Pengawas.
Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas hanya terdiri dari 1 (satu)
orang, maka Walikota dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah yang
tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:



a. Perumda Air Minum Kota Singkawang dengan jumlah anggota Dewan
Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah
Daerabh;

b. Perumda Air Minum Kota Singkawang dengan jumlah anggota Dewan
Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang
unsur independen; atau
2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;

c. Perumda Air Minum Kota Singkawang dengan jumlah anggota Dewan
Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) Orang
unsur independen; atau

2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur
independen;

d. Perumda Air Minum Kota Singkawang dengan jumlah anggota Dewan
Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) Orang pejabat
Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau

2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) Orang pejabat
Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;

e. Perumda Air Minum Kota Singkawang dengan jumlah anggota Dewan
Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:

1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat
Pemerintah Daerah, dan 1(satu) orang unsur independen;

2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat
Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau

3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat
Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.

(6) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas
keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air
Minum Kota Singkawang,

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat)

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
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Pasal 27

Dewan Pengawas bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Kota
Singkawang; dan

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
pengurusan Perumda Air Minum Kota Singkawang.

Dewan Pengawas wajib:

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

a.
b.

C.
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meninggal dunia;
masa jabatannya berakhir; dan/atau

diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 29
Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b,
anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas
akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa
jabatannya.
Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masajabatannya.
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang
atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas
yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan
tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada

KPM.
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas,

pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Kota Singkawang
dilaksanakan oleh KPM.
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Pasal 30
Dalam haljabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau ketentuan anggaran dasar,;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian
pada Perumda Air Minum Kota Singkawang, negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran

Perumda Air Minum Kota Singkawang.

Pasal 31

Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Singkawang diberhentikan

oleh KPM.

Pasal 32

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan
Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan
Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan

Pengawas dinyatakan berakhir.
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Pasal 33
Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau
badan usaha milik swasta;
b. pejabat lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
c. pejabatlain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa diberhentikan sewnktu-waktu dari jabatan sebagai
anggota Dewan Pengawas.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari keija sejak yang
bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan
Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas

dinyatakan berakhir.

Pasal 34

Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Kota
Singkawang.

Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan
Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian
pada Perumda Air Minum Kota Singkawang, kecuali anggota Dewan
Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan

tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 35
Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kineija.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas

diatur dengan Peraturan Walikota.























































































Hurufe
Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan
dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku
kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan

perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat
manual pengurus (board manual), manual manajemen risiko,
sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern,
mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda
Air Minum yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi,
dan pedoman perilaku etika (code of conduct).

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik paling lambat 2

(dua) tahun setelah Perumda Air Minum didirikan.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.



Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.
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